
LEMBARAN DAERAH 
KOTA SUKABUMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAHUN 2015 NOMOR 15 

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI 
 
 
 
TANGGAL  : 30 DESEMBER 2015 
 
NOMOR  : 15 TAHUN 2015 
 
TENTANG  :  PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA 

SUKABUMI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.SYAMSUDIN, S.H. 
KOTA SUKABUMI 

 
 
 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi 
Bagian Hukum 

2015 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI 
NOMOR 15 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 

21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS 
III DI  RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.  

 KOTA SUKABUMI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALIKOTA SUKABUMI, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa 
tarif layanan pada badan layanan umum ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota, maka Peraturan Daerah 
Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah 
Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota 
Sukabumi tidak sesuai dengan perkembangan 
sehingga perlu dicabut; 

 
b. bahwa....... 
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b.    bahwa untuk kepastian hukum dalam pencabutan 
peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota 
Sukabumi tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota 
Sukabumi Nomor 21 Tahun 2011 tentang  Retribusi 
Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD R. Syamsudin, 
S.H. Kota Sukabumi;  

 
Mengingat    :   1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 
14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 
1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

 
2. Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang.... 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3584); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan  Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

 
10. Peraturan...... 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

 
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 
4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi 
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 
Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Sukabumi Nomor 36); 

 
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi  Nomor 2 Tahun  

2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi 
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 
2); 
 

15. Peraturan....... 
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15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 
2012 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 
2012 Nomor 16); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 

SUKABUMI 
dan 

WALIKOTA  SUKABUMI 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan  :  PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA 

SUKABUMI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, 
S.H. KOTA SUKABUMI. 

 
Pasal 1 

 
Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di 
Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota 
Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 
2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 2 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku  pada tanggal 
diundangkan. 

 
 
 
 
 

Agar....... 
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya  dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi. 

 
Ditetapkan di Sukabumi 
Pada tanggal 30 Desember 2015 

 

WALIKOTA SUKABUMI, 
 
 

ttd. 
 
 

MOHAMAD MURAZ 
Diundangkan di Sukabumi 
Pada tanggal 30 Desember 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SUKABUMI, 

 
 

ttd.  
 
 
M.N. HANAFIE ZAIN 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 15  
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI 
JAWA BARAT: 279/2015 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

 KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA SUKABUMI, 

        EEN RUKMINI 
NIP. 19720210199901 2 001 


